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Abstrak
 

Kontroversi tentang pempidanaan anak terus berlangsung . Di satu sisi ada pihak yang tetap menjatuhkan

pidana terhadap anak-anak yang melakukan kriminal di sisi lain ada pihak yang menganggap bahwa anak-

anak yang melakukan kriminal tidaklah sepantasnya untuk dipidana melainkan harus dilakukan pembinaan.

 

Kenyataan menunjukkan bahwa hakim yang menangani perkara anak lebih cenderung mempidana daripada

membina. Hal ini dapat di lihat dari data Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak yang menyatakan

bahwa hampir 90% dari total perkara yang diajukan ke pengadilan anak dikenakan sanksi pidana (Suara

Karya, 2004).

 

Dengan semakin meningkatnya jumlah anak-anak yang hams menjalani masa pidana di dalam Lapas Anak

Pria Tangerang maka semakin penting pula peranan Lapas Anak Pria dalam melakukan pembinaan terhadap

mereka. Adapun tujuan dilakukannya pembinaan agar mereka dapat menyadari kesalahan, tidak mengulangi

perbuatannya untuk ke dua kalinya dan dapat diterima kembali oleh masyarakat.

 

Hal ini sesuai UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu

tatanan mengenai arah, dan Batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila

yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas

warga binaan (selanjutnya disebut WBP) agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi

tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

 

Pembinaan yang dilakukan di dalam Lapas meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar WBP menjadi manusia

seutuhnya. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar

WBP dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang babas dan bertanggung jawab (Sujatno,

2002:18).

 

Mereka yang berada di dalam Lapas Anak umumnya berada pada rentang usia 8 -18 tahun. Pada tahap ini

mereka berada pada tahap anak-anak dan remaja. Pada tahap ini mereka lebih sering berkumpul bersama-

sama dengan teman-teman sebayanya dan membentuk gang.

 

Keberadan mereka di dalam suatu geng merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri dengan teman-teman

sebayanya sehingga mereka saling meniru dan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh teman-temannya.

Dengan demikian perbuatan kenakalan yang dilakukan sebagain besar merupakan pengaruh dari teman-
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temannya agar mereka dapat diterirna tanpa menghiraukan apakah perbuatan yang dilakukannya baik atau

buruk.

 

Berdasarkan sudut Pandang hukum seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum harus

bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya Oleh karena itu meskipun mereka masih pada

tahap anak-anak mereka harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan sebagai konsekuensinya

mereka harus menjalani masa pidana di dalam Lapas Anak.

 

Mengingat posisi mereka yang belum dewasa tetapi sudah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar

hukum membuat mereka mempunyai hak-hak khusus di dalam Lapas Anak.

 

Adapun hak-hak mereka di dalam Lapas (Wadong, 2000:79) adalah :

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan;

2. mendapatkan perawatan baik jasmani mapun rohani;

3. mendapatkan kesempatan sekolah;

4. menerima kunjungan;

5. mendapatkan pengurangan masa menjalani pidana (remisi).

 

Aspek utama yang lebih ditekankan dalam pembinaan di dalam Lapas Anak adalah pada aspek kepribadian,

salah satunya adalah pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) yang dilakukan dalam bentuk

pendidikan formal mapun non-formal.

 

Pendidikan non-formal dapat diselenggarakan melalui kesempatan untuk memperoleh informasi seluas-

luasnya dari luar misalnya membaca majalah atau koran, menonton TV, mendengarkan radio dan

sebagainya.

 

Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan formal diupayakan Cara belajar melalui program kejar

paket A (setara dengan Sekolah Dasar), kejar paket B (setara dengan Sekolah Menengah Pertama), dan kejar

paket C (setara dengan Sekolah Menengah Atas) (Sujatno, 2004.19).

 

Narapidana meskipun mereka kehilangan kemerdekaannya namun mereka tetap dapat menjalankan

kehidupan sehari-hari mereka di dalam Lapas. Dalam arti hilangnya kemerdekaan bukan berarti hilang pula

hak-hak mereka yang lain dalam hal ini adalah kesempatan untuk mempero[eh pendidikan.

 

UUD 1945 Pasal 31 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pengajaran

(pendidikan). UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III ayat 5 menyatakan bahwa

setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

 

Terlaksananya pendidikan di dalam Lapas Anak bukan suatu hal yang mudah mengingat latar belakang

keberadaan mereka di dalam Lapas Anak yang berbeda-beda dengan tingkat kemampun yang berbeda-beda

pula. Berdasarkan hal ini maka perlu dilakukan program pembinaan yang berbeda-beda dengan program

pembinaan pada umumnya.


